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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji inkonsistensi antara Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, khususnya terkait persyaratan pencalonan
bagi mantan terpidana korupsi. PKPU Nomor 10 Tahun 2023,
yang memperbolehkan mantan terpidana mencalonkan diri
tanpa masa jeda lima tahun setelah menjalani hukuman
tambahan pencabutan hak politik, menuai kontroversi karena
bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan
Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi ini menimbulkan
keraguan terhadap komitmen KPU dalam menjaga integritas
pemilu dan mendorong kandidat berintegritas dalam kontestasi
politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan metode analisis peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perbedaan ketentuan antara PKPU dan
Undang-Undang Pemilu dapat mengurangi kepercayaan
publik dan menimbulkan implikasi serius terhadap demokrasi
dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPU dan pembuat
kebijakan untuk meninjau kembali regulasi terkait pencalonan
legislatif guna memastikan harmonisasi hukum dan
peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Inkonsistensi, Peraturan, Pemilu
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ABSTRACT

This study examines the inconsistency between the
Indonesian General Elections Commission Regulation
Number 10 of 2023 and Law Number 7 of 2017 on General
Elections, specifically regarding candidacy requirements for
former corruption convicts. PKPU Number 10 of 2023, which
allows former convicts to run for office without a five-year
waiting period after completing a sentence that includes
political rights revocation, has sparked controversy due to its
conflict with the General Election Law and Constitutional
Court rulings. This inconsistency raises concerns about the
commitment of the KPU to uphold electoral integrity and
promote candidates with integrity in the political arena. This
study uses a normative juridical approach with legal and
Jjudicial decision analysis methods. The findings reveal that the
disparity between the PKPU and the General Election Law
can erode public trust and have serious implications for
democracy and clean governance. This research is expected to
serve as a reference for the KPU and policymakers to review
legislative  candidacy  regulations,  ensuring  legal
harmonization and enhancing the quality of democracy in
Indonesia.

Keywords : Elections, Inconsistency, Regulation
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis
dan berintegritas, regulasi terkait pencalonan anggota
legislatif memegang peran penting dalam menentukan
kualitas calon yang akan terpilih sebagai wakil rakyat.
Namun, munculnya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun
2023 (PKPU 10/2023) yang mengatur mengenai
persyaratan pencalonan anggota legislatif menuai
kontroversi dan perdebatan publik. Aturan ini dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terutama
terkait syarat pencalonan bagi mantan terpidana
korupsi.!

Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 memperbolehkan
mantan terpidana korupsi mencalonkan diri tanpa masa
jeda lima tahun setelah menjalani pidana tambahan
pencabutan hak politik, sebagaimana tertuang dalam
putusan pengadilan. Kebijakan ini bertentangan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-
XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang
mewajibkan mantan terpidana untuk melewati masa jeda
lima tahun tanpa syarat tambahan apapun. Adanya
ketentuan berbeda dalam PKPU menimbulkan
inkonsistensi dengan UU Pemilu yang telah menetapkan
persyaratan pencalonan secara jelas dan tegas.?

! Wahyu Hindiawati, “Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana
Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 20247, Jurnal, Vol. 1, No. 1, h. 5.

2 Noer Sida, “Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam
Pemerintahan”, Jurnal Hukum Justitia et Pax, Volume 34 Nomor 2,
Desember 2018, h. 3.
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Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya
Nomor 28 P/HUM/2023 kemudian membatalkan Pasal
11 ayat (6) PKPU 10/2023 karena dianggap
bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
Pemilu dan keputusan MK. Putusan ini mempertegas
bahwa aturan internal KPU seharusnya tidak
bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi
dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan.
Inkonsistensi ini memunculkan beberapa implikasi
serius, terutama dalam hal komitmen KPU terhadap
integritas pemilu dan kesetiaan pada prinsip
pemberantasan korupsi.®

Persoalan ini menyentuh aspek sosiologis di mana
pemilih  berhak untuk mendapatkan calon-calon
legislatif yang berintegritas. Ketentuan dalam PKPU
yang justru mempermudah mantan terpidana korupsi
mencalonkan diri bertentangan dengan kehendak
masyarakat yang mengharapkan calon-calon berakhlak
baik dan bebas dari rekam jejak korupsi. Di samping itu,
aturan ini juga menimbulkan Kkeraguan terhadap
komitmen KPU dalam menjaga nilai demokrasi dan tata
kelola pemerintahan yang bersih.*

Inkonsistensi ini  menjadi  bukti lemahnya
harmonisasi peraturan di antara lembaga-lembaga
negara. Dengan adanya perbedaan tafsir terkait masa
jeda pencalonan mantan terpidana, KPU seolah

8 Bayu Krisnapati, “Kodrat Manusia Mendapatkan Access To

Justice”, Jurnal Hukum Justitia et Pax, Volume 34 Nomor 2, Desember
2018, h. 224.

4 Martha Eri Safira, “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John

Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan
Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 20197,
Jurnal llmu Hukum Legal Standing, Volume 3, Nomor 1, Maret 2009, h.
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memberikan ruang yang lebih besar bagi mantan
terpidana korupsi untuk terlibat kembali dalam politik.
Kondisi ini  dikhawatirkan dapat mengurangi
kepercayaan publik terhadap proses pemilu, mengingat
persyaratan pencalonan yang seharusnya menjadi
instrumen untuk menjaring calon-calon yang bersih dan
kompeten.®

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji inkonsistensi antara Peraturan KPU
Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini
diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai aspek hukum dan kebijakan dalam
penyusunan peraturan pencalonan anggota legislatif,
serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan
konsistensi regulasi demi terciptanya pemilu yang
demokratis dan berintegritas.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka menarik
untuk dilakukan penelitian sekaligus menjadi titik fokus
pada penelitian yaitu mengenai Inkonsistensi
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana inkonsistensi peraturan KPU nomor 10
tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 ?
2.Bagaimana akibat hukum inkonsistensi peraturan
KPU nomor 10 tahun 2023 dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 ?

® Wahyu Hindiawati, “Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana
Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024”, Jurnal, Vol. 1, No. 1, h.
15.
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan
diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan menjelaskan inkonsistensi
peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Menganalisis dan menjelaskan akibat hukum
inkonsistensi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. Kegunaaan Penelitian
1. Teoritik

Temuan penelitian ini dapat berguna sebagai
informasi akademis mengenai PKPU Nomor 10
Tahun 2023 dan UU Nomor 7 Tahun 2017,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pandangan teoritis yang mendalam mengenai
regulasi pencalonan anggota legislatif, khususnya
bagi mantan terpidana korupsi.

2. Praktis
a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan
bagi KPU dalam menyusun dan merevisi
peraturan yang lebih konsisten dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan  publik terhadap lembaga
penyelenggara pemilu.
b. Lembaga Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
acuan bagi para pembuat kebijakan untuk
memperbaiki sistem regulasi yang terkait
dengan persyaratan pencalonan dalam pemilu,

17



agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan

dan integritas.
c. Masyarakat

Penelitian ini  juga berfungsi untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya memilih calon legislatif yang
berintegritas, serta mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi
kebijakan pemilu yang berpotensi merugikan
hak-hak politik warga negara.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk
diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber
informasi dan bahan acuan bagi penulis. Selain itu,
penelitian terdahulu juga berguna untuk memastikan
orisinalitas sebuah penelitian. Sebelum melakukan
penelitian ini, penulis telah melakukan beberapa
penelusuran (pra-penelitian) terhadap karya-karya
ilmiah lain. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini
kemudian penulis mencantumkan beberapa penelitian
terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan
diteliti, yaitu :

Tabel. 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama dan Judul

No. . Substansi Penelitian Pembeda
Penelitian

1. | Hery Firmansyah | Penelitian ini | Penelitian ini
dan Amad Sudiro, | membahas tentang | lebih tertuju
dengan judul | penjatuhan  hukuman | kepada penjatuhan
“Pencabutan Hak | berupa pencabutan hak | hukuman
Politik Pelaku | politik  bagi pelaku | pencabutan  hak
Tindak Pidana | tindak pidana korupsi | politik terpidana
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Korupsi dalam
Menciptakan
Penyelenggaraan
Negara yang
Bersih dari KKN”,
Universitas
Tarumanagara,

2020.°

yang dirasa cukup
efektif dan sejalan
dengan hukum positif
Indonesia serta
perlunya regulasi yang
matang dan jelas terkait
pencabutan hak politik
agar kedepannya bisa
dilaksanakan lebih baik
lagi dan
penyelenggaraan

negara yang bebas dan

bersin  dari  KKN
terwujud secara
menyeluruh.  Dalam
penelitian ini
menggunakan  jenis
penelitian yuridis
normatif dengan
pendekatan perundang-
undangan dan

pendekatan konseptual.
Kemudian teori yang
digunakan adalah teori
penyelenggaraan
pemerintahan
baik.

yang

korupsi  sebagai
salah satu upaya
penanggulangan
dan
penyelenggaraan

negara yang
bersih dari
korupsi, kolusi
dan nepotisme
(KKN).
Sedangkan
penelitian  yang
akan penulis
lakukan  adalah

membahas syarat
mantan
narapidana yang
akan ikut
mencalonkan diri
dalam pemilu
serta inkonsistensi
PKPU Nomor 10
Tahun 2023
dengan Undang-
Undang Nomor 7
Tahun 2017.

® Hery Firmansyah dan Amad Sudiro, “Pencabutan Hak Politik
Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Menciptakan Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari KKN”, Laporan Penelitian Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat, (Fakultas Hukum, 2020), Universitas

Tarumanagara Jakarta.
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Anita Ratna Sari,

dengan judul
“Pencabutan Hak
Politik sebagali
Pidana Tambahan
dalam Kasus
Tindak Pidana
Korupsi”,
Universitas

Sriwijaya, 2018.7

Dalam penelitian ini,

penjatuhan pidana
tambahan berupa
pencabutan hak politik
masih bersifat
fakultatif,  walaupun
secara yuridis

pencabutan hak politik
pelaku korupsi sudah
sesuai dengan
ketentuan KUHP, UU
Tipikor dan “margin of

opreciation”  dalam
konsep HAM
internasional.  Dalam
penelitian ini
menggunakan  jenis
penelitian yuridis
normatif dengan

pendekatan perundang-
undangan, pendekatan
konseptual, dan
pendekatan kasus.
Kemudian teori yang
digunakan adalah teori

hak  politik  yang
terdapat dalam UU
Tipikor.

Penelitian ini
lebih terfokus
kepada hukuman
tersangka atau
pelaku  korupsi
sebagai  bagian
dari extra
ordinarycrime,
yaitu dengan
menjatuhkan
hukuman  pokok
semaksimal
mungkin
hukuman
tambahan berupa
pencabutan  hak
politik sesuai
dengan KUHP
dan UU Tipikor.
Sedangkan
penelitian penulis
lebih  membahas
Syarat mantan
narapidana Yyang
akan ikut
mencalonkan diri
dalam pemilu
serta inkonsistensi
PKPU Nomor 10

dan

7 Anita Ratna Sari, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana
Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, (Prodi limu
Hukum, Fakultas Hukum, 2018), Universitas Sriwijaya Indralaya, Ogan

Ilir, Sumatera Selatan.
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Tahun 2023
dengan Undang-
Undang Nomor 7

Tahun 2017.
Irhamdi Nasda | Penelitian ini | Penelitian ini
“Pencabutan Hak | membahas tentang | fokus kepada
Politik Mantan | pencabutan hak politik | pencabutan  hak
Terpidana Korupsi | mantan terpidana | politik mantan
Perspektif Hak | korupsi sesuai dengan | narapidana tindak
Asasi  Manusia”, | hak  asasi manusia | pidana  korupsi
Universitas Islam | (HAM) dan  juga | sesuai dengan
Negeri Sunan | ketentuan hukum | ketentuan HAM
Kalijaga, 2019.% Islam. Dalam | dan hifz al-mal
penelitian ini diketahui | dalam konsep
bahwa pencabutan hak | magasid.
politik mantan | Sedangkan
terpidana korupsi | penelitian penulis,
tidaklah melanggar | fokus membahas
HAM karena adanya | syarat mantan
pengecualian dengan | narapidana Yyang
beberapa alasan. | akan ikut
Dalam penelitian ini | mencalonkan diri
menggunakan  jenis | dalam pemilu
penelitian yuridis | serta inkonsistensi
normatif dengan | PKPU Nomor 10

pendekatan perundang-
undangan dan
pendekatan konseptual.
Kemudian teori yang

Tahun 2023
dengan Undang-
Undang Nomor 7
Tahun 2017.

8 Irhamdi Nasda, “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpiana
Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia”, Tesis, (Magister Hukum Islam,

Fakultas Syari’ah, 2019),

Yogyakarta.
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digunakan adalah teori
hak asasi manusia.

Dari beberapa penjelasan karya ilmiah di atas,
penulis menilai bahwa belum ada penelitian yang secara
khusus membahas tentang inkonsistensi PKPU Nomor
10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 mengenai syarat mantan narapidana yang akan ikut
kontestasi pemilu yang tertuang dalam PKPU Nomor 10
tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai analisis dalam
penelitian ini adalah Teori Perundang-undangan. Dalam
kajian ilmu hukum, istilah "perundang-undangan" memiliki
beberapa definisi dan pemahaman yang beragam, tergantung
pada konteks dan sumber literatur yang digunakan. Jika
merujuk pada bahasa baku dalam Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011), istilah perundang-
undangan juga dikenal dengan berbagai istilah asing seperti
wetgeving, gesetzgebung, atau legislation. Secara umum,
istilah [legislation dapat diartikan sebagai perundang-
undangan atau pihak yang membuat undang-undang. Istilah
wetgeving sering kali dipahami sebagai keseluruhan dari
peraturan yang disusun sebagai produk hukum suatu negara,
sementara gesetzgebung secara khusus merujuk pada makna
perundang-undangan itu sendiri.®

Menurut pandangan Maria Farida Indrati
Soeprapto, istilah "perundang-undangan" (legislation,
wetgeving, atau gesetzgebung) memiliki dua pengertian
utama. Pertama, perundang-undangan dipandang
sebagai proses, yaitu proses pembentukan peraturan-

® Maria Farida Indrati Soeprapto, "llmu Perundang-undangan",
(Yogyakarta : kanisius, 2007), h. 3.
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peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah. Ini mencakup langkah-langkah dalam
penyusunan dan pengesahan undang-undang yang
dilakukan oleh pejabat berwenang. Kedua, perundang-
undangan juga dapat dipahami sebagai hasil akhir dari
proses tersebut, yaitu sebagai produk hukum yang
mengikat yang merupakan hasil pembentukan peraturan
negara. Dalam kerangka UU No. 12 Tahun 2011,
perundang-undangan diartikan sebagai aturan tertulis
yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan
disusun oleh pejabat berwenang, melalui prosedur yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan.©

Teori perundang-undangan ini akan menjadi
landasan penulis dalam menganalisis permasalahan
inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar
mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan
berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.!!
1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan penelitian

hukum normatif (normative legal research) karena

titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari

berbagai aspek, seperti hal nya teori, sejarah,

filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta

materi, pasal demi pasal dan penjabaran

umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat

10 Maria Farida Indrati Soeprapto, "llmu Perundang-undangan”,
(‘Yogyakarta : kanisius, 2007), h. 15.

1 Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta : Kencana
Prenadamedia Group, 2011), h. 254.
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suatu undang-undang serta bahasa hukum yang
digunaan.'?

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum
normatif, karena hendak menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.®®
. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach) yang merupakan
pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan
terkait tema penelitian.’* Pendekatan analisis
konsep hukum (analytical dan conceptual
approach) yang merupakan pendekatan dengan
cara mempelajari pandangan serta doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan
melalui  penafsiran latar belakang beserta
perkembangan materi yang diteliti. Pendekatan
kasus (case approach) dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam artian
nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum
di lingkungan masyarakat.*

12 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

13 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta :
Prenada Media, 2010), h. 35.

4 Ani Purwati, “Metode Penelitian Teori dan Praktek”,
(Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

5 Jonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif’, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.
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2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang
diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan
dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan
dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan
dengan pembatasan hak politik bagi mantan napi
dalam pemilu.'®

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa
pengaturan  perundang-undangan  Indonesia,
meliputi :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum
berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli
hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli
hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan objek penelitian.

16 Jonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.
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c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang
memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, yaitu kamus hukum dan
ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur
inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-
undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan
hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena
itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan
cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat
ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya
dengan permasalahan penelitian ini.*’
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Metode untuk jenis penelitian hukum normatif
berupa metode preskriptif yaitu metode analisis
yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang
obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa
yang seharusnya menurut hukum. Analisis
penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis,
mendukung, atau memberi komentar, kemudian
membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian
dengan pikiran sendiri dengan bantuan kajian
pustaka.
H. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat
lima bab yang terdiri dari :

17 Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif”, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.
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Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori perundang-
undangan. Teori ini akan dijelaskan secara detail
mengenai pemahaman pembentukan perundang-
undangan.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian & pembahasan.
Bab ini berisi pembahasan inkonsistensi PKPU Nomor
10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017. Membahas tentang substansi PKPU Nomor 10
Tahun 2023 dan inkonsistensinya terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian &
pembahasan. Bab ini berisi analisis inkonsistensi PKPU
Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017. Membahas akibat hukum adanya
inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab kelima, adalah penutup yang memuat
simpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai
rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pembahasan dengan dilengkapi daftar
pustaka sebagai sumber rujukan dan juga limitasi
penelitian.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 terkait syarat pencalonan mantan terpidana,
khususnya dalam hal masa tunggu yang diatur oleh
Pasal 11 ayat (6) PKPU yang memungkinkan mantan
terpidana untuk mencalonkan diri tanpa harus
menunggu lima tahun jika ada putusan pengadilan lain
yang menetapkan pencabutan hak politik. Hal ini
berpotensi menciptakan kebingungan dan
ketidakpastian hukum bagi calon yang pernah
terpidana serta berlawanan dengan prinsip-prinsip
demokrasi yang menuntut transparansi dan kejelasan
dalam proses pencalonan. Penegasan kembali terhadap
prinsip checks and balances dalam pembentukan
regulasi, serta perlunya harmonisasi antara peraturan
KPU dan undang-undang yang lebih tinggi, sangat
penting untuk memastikan integritas dan keadilan
dalam pemilihan umum di Indonesia.

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam
aturan  pencalonan mantan  terpidana  dapat
menyebabkan dampak hukum yang signifikan.
Pertama, ketidakpastian hukum yang dihadapi calon
anggota legislatif, khususnya mantan terpidana,
menjadi salah satu isu utama. Dengan adanya
ketidaksesuaian antara PKPU dan UU Pemilu, calon-
calon tersebut mengalami kebingungan terkait
persyaratan pencalonan, khususnya mengenai masa
jeda lima tahun dan pencabutan hak politik. Hal ini
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berpotensi membuat mereka tidak yakin apakah
mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan diri,
sehingga dapat menghambat partisipasi mereka dalam
pemilu. Kedua, perbedaan aturan ini juga berpotensi
memicu sengketa hukum di pengadilan. Calon yang
merasa  dirugikan  oleh  ketidakjelasan  dan
ketidaksesuaian ini dapat mengajukan gugatan
terhadap KPU, yang tentunya akan memperpanjang
proses hukum dan membebani sistem peradilan.
Sengketa ini bukan hanya berdampak pada individu,
tetapi juga dapat memengaruhi jalannya pemilu secara
keseluruhan. Dari  segi  hak  konstitusional,
ketidakselarasan antara PKPU dan UU Pemilu dapat
melanggar hak mantan terpidana yang ingin
mencalonkan diri, khususnya jika mereka menghadapi
diskriminasi akibat ketidakjelasan peraturan. Hal ini
bertentangan dengan prinsip bahwa setiap warga
negara memiliki hak politik, termasuk hak untuk
dipilih, setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan
secara jelas dan adil.

. Saran

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, disarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi
melalui kajian mendalam oleh KPU mengenai
ketentuan pencalonan mantan narapidana, serta
penyusunan peraturan yang jelas dan tegas mengenai
syarat pencalonan tersebut. Selain itu, penting untuk
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
dan calon legislatif tentang ketentuan baru, serta
melakukan monitoring dan evaluasi implementasi
peraturan secara berkala. Dengan langkah-langkah ini,
diharapkan hak politik mantan terpidana dapat
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dihormati dan perlindungan terhadap integritas
pemilihan umum tetap terjaga.

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, KPU perlu segera merevisi peraturan tersebut
agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta
meningkatkan sosialisasi kepada calon legislatif dan
masyarakat mengenai aturan pencalonan mantan
terpidana. Selain itu, penting untuk mengembangkan
mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan
memperkuat sistem checks and balances dengan
melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan.
Penelitian dan evaluasi berkala terhadap regulasi
pemilu juga diperlukan untuk memastikan relevansi
dan kepatuhan hukum, sementara kolaborasi dengan
pembuat undang-undang akan membantu menciptakan
ketentuan yang lebih jelas terkait hak politik mantan
terpidana.  Dengan  langkah-langkah  tersebut,
diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung
adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.
. Limitasi

Peneliti menyadari bahwa keterbatasan dalam
penelitian ini muncul dari fokus yang sempit pada satu
teori. Meskipun teori ini memberikan kerangka yang
berguna untuk memahami isu yang dibahas, analisis
terhadap inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 memerlukan pendekatan yang lebih mendalam
dan  komprehensif. Kompleksitas inkonsistensi
peraturan hukum sering kali melibatkan berbagai
perspektif dan teori yang berbeda. Oleh karena itu,
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik
dan akurat, diperlukan penelitian lanjutan yang
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melibatkan  berbagai pendekatan teoretis dan
metodologis. Hal ini penting untuk mengungkap
dinamika yang lebih kompleks dari peraturan hukum
dan implikasinya terhadap sistem hukum yang sedang
ditelit.
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